PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR :} TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. pahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ﬁabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan
Hukum wuntuk Masyarakat Miskin, maka perlu mengatur
pedoman pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat
miskin; | '
b. t?ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin,;

|

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
I:ndonesia Tahun 1945;
2. Undang—Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
}!{abupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
I:{olaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
éLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,
’;I‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

!Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor[é




Menetapkan

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
llJndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
l\llegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Fleraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2|013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
I\IIomor 5421);

ILeraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019
tlentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran

Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Bombana.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

{\D_r—l__

3. Bupati adalah Bupati Bombana.

4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana
yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada
penerima bantuan hukum.

6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan
atau kelompok orang miskin./(




7! Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum
yang memberi layanan bantuan hukum yang telah
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

8! Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang
miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi
Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan
permohonan Bantuan Hukum.

9! Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang
dilakukan melalui jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

11. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum
yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya. |

12. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap
tahun oleh pemerintah daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah wuntuk membiayai
pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
13. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

14. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Lingkup Perkara Bantuan Hukum
Pasal 2

(1) Lingkup bantuan hukum pada setiap permasalahan hukum

(2)

(3)

menurut Peraturan ini adalah:

a. pemasalahan hukum yang bersifat Litigasi; dan

b. pemasalahan hukum yang bersifat Non Litigasi.
Permasalahan hukum yang bersifat Litigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah semua jenis perkara-
perkara Pidana terkecuali perkara Tindak Pidana Korupsi dan
Terorisme.

Permasalahan hukum yang bersifat Non Litigasi sebagaimana

|
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyuluhan hukum


























































